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a. bahwa dalam rangka membatasi kegiatan sosial 
kemasyarakatan guna mengendalikan penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Ka bu paten 
Ngada, perlu mengubah Peraturan Bupati Ngada Nomor 
44 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin 
Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai 
Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 Di Kabupaten Ngada; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu. menetapkan Peraturan 
Bupati Ngada tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Ngada Nomor 44 'l'ahun 2020 tentang Pedoman 
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten 
Ngada; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat clan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negera Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 3272); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
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4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan {Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6236); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 
Tertentu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20~8 Nomor 34); 

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang 
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 
2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Ngada Nomor 1); 

11. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2020 Tentang 
Pedoman Penerapan Dan Penegakan Hukurn Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten 
Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 
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Pasal4 
Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan 

darr mematuhi protokol Kesehatan antara lain meliputi : 

a. bagi perorangan : 
1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung 

dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi 
dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; 

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir; 
3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan 
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHSS). 
b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, 

dan fasilitas umum : 

Pasall 

Ketentuan angka 8 huruf b Pasal 4 Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 
Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di 
Kabupaten Ngada (Serita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 44) 

Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang 
perubahan atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pedoman 
Penerapan d an Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan 
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah 
Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 49) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut: 

PERATURAN SUPATI TENTANG PERUSAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 44 TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN 
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI 

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 DI KABUPATEN NGADA. 

Menetapkan 

ME,MUTUSKAN : • 

Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2020 Tentang 
Pedoman Penerapan Dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten 
Ngada (Serita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 
Nomor 49); 



1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk 
memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan 
pengendalian Covid -19; 

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan 
memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand 
sanitizer); 

3. upaya idenfikasi (penapisan) dan pemantuan kesehatan bagi setiap orang 
yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; 

4. upaya pengaturan jaga jarak; 
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; 

6. penegakan kedisplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam 
penularan dan tertular Covid-19; 

7. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi 
penyebaran Covid-19; dan 

8. dihapus. 

c. bagi penyelenggara kegiatan oleh partai politik atau gabungan partai politik, 
pasangan bakal calon dan atau tim kampanye: 

1. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang 
untuk kegiatan di dalam ruangan/ gedung tertutup dan memperhatikan 

jaga jarak paling kurang 1 meter antar peserta kegiatan serta 
mempertimbangkan kapasitas ruangan; 

2. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang 
untuk kegiatan di luar ruangan dan memperhatikan jaga jarak paling 
kurang 1 meter antar peserta kegiatan; 

3. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk 
memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan 
pengendalian Covid -19; 

4. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan 
memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand 

sanitizer); 

5. upaya idenfikasi (penapisan) dan pemantuan kesehatan bagi setiap orang 
yang akan beraktivitas di tempat kegiatan; 

6. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; 
7. penegakan kedisplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam 

penularan dan tertular Covid-19; dan 

8. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi 
pen ye baran Covid-19. 
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BERITJ\ DAERAH KADUPATEN NGADA TAHUN 2021 NOMOR 5 

Diundangkan di Bajawa 
pada tanggal 6 Feb ri 2021 

~ SEKRET IS DAE KABUPATEN NGADA,f+ 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nga.da. 

Bajawa 

6 Februari 2021 
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